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PENDEKATAN FIQH SIYASAH
A. FIQH SIYASAH DAN PERKEMBANGANNYA
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa
kata faqiha, yafqahu, fiqhan1 yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal
dari kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan
mengembala, misalnya ةسایس رملأا ساس artinya, Ia mengatur urusan untuk
kebaikannya.2
Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar’iyah yang secara etimologis dengan
tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar’i. Sedangkan secara
terminologis didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:
 قیقحت لفكی امب ةیملاسلاا ةلودلل ةماعلا نوئشلاریبدتامم راضملا عفدو حلاصملا يدعتی لا
نیدھتجملا ةمئلأا لاوقأب قفتی مل ناو ةیلكلا اھلوصأو ةعیرشلا دودح3
Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya
kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan
dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah
meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.
Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah
umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam
kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan
1 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, ( Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310 juz 11-12.
2Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba’ah Dar al-
Ta’lif, 1993), hlm 7.
3Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah, (Kairo:
Mathba’ah al-Salafiyah,1350 H), hlm. 14.
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moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan
internasional.4 Pengertian siyasah syar’iyah ini lebih dipertegas rumusannya oleh
Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:
ةملأا نوئش اھب ربدت يتلا تافرصتلاو ماكحلأا يفو اھئاضقو اھعیرشتو اھتاموكح يف
مملأا نم اھریغب اھطبرت  يتلا ةیجراخلا اھتقلاع يفو ةیرادلأاو ةیذیفنتلا اھتاطلس عیمج5
Artinya: Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat
dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya
dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah
dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta
persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan
kepentingan umat.
Ketika fiqh siyasah dikaitkan pula dengan Maaliyah di Indonesia, maka ia
menyangkut tentang fatwa perekonomian dan keuangan syariah, baik perbankan
maupun non bank yang sampai saat ini telah dikeluarkan fatwanya sebanyak 96
fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
Namun ketika fiqh siyasah membicarakan Dauliyah, maka Ibn Taimiyah
(w. 728 H) membagi sultan (penguasa) itu  dengan dua unsur, pertama,
bergabungnya ilmu dan menulis ( kemampuan membaca dan administrasi),  dan
kedua bergabungnya  kekuasaan dan keberanian (pedang), sehingga gabungan
unsur tersebut ia definisikan,, sebagai berikut:
ةبانلااو ةیھللاا ةسایسلا نم عماوجالله دنع نم تءاج ام ةیھللاا ةسایسلاو.ةدابع ھنلأ ةیوبنلا ةبانلااو6
Artinya: Bagi penguasa berhimpun dua siyasah yaitu siyasah ketuhanan dan
kenabian. Siyasah ketuhanan sesuatu yang bersumber dari Allah swt
sedangkan siyasah inabah yang bersumber dari Nabi saw karena
sesungguhnya ketika dipraktekan ia menjadi ibadah.
4 Ibid.
5 Abdurrahman Taj. Op.Cit, hlm. 8.
6Ibnu Taimiyah, Syarah al-Syiyasah al-Syar’iyah, Dar Ibn Hazmin, Beirut 2004, hlm 15-16.
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Ibn Qayyim (w.751 H) mendefenisikannya sebagai berikut:
 لزن لاو لوسرلا  ھعضی مل ناو داسفلا نع دعبأو حلاصلا يلا برقأ سانلا ھعم نوكی لاعف ناكام ةسایسلا
يحو ھب7
Artinya: Siyasah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada
kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun  Rasulullah
saw.  tidak menetapkannya dan Allah swt juga tidak mewahyukannya.
Dalam kepustakaan politik Islam  dikenal tiga jenis hukum yaitu:  hukum
syariat, yaitu:
1. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah  swt. dan RasulNya dalam
al-Qur’an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi,
namun  interpretasinya yang berubah dan berkembang.
2. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan
fiqh.
3. Hasil pemahaman umara’ (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang
disebut dengan siyasah syar’iyah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan (hukum qanuni). Hukum qanuni ialah hukum yang ditetapkan
oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif,
eksekutif dan yudikatif.8
Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa
dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang
7 Ibn Qayim, Op.cit, hlm. 16.
8 Ahmad Sukarja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasah,
(Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), hlm. 193.Vol.3.
129
diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.9
2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah
Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin
ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga
bagian, yaitu:
1. al-Qur’an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur’an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.10
Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber
kajian fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti
pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan,
adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah
dibuat sebelumnya. 11
Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah  metode
ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd
zari’ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah
fiqh.
Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu
Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad
Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk
9 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:
UI.Press,1991), hlm. 2-3.
10 Fathiyah al-Nabrawi, Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah, (Kairo: al-
Mathba’ah al-Jadidah,t.tp), hlm. 27.
11 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press,1995) hlm. 11.
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bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad
Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum’at,
dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.
Begitu pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk
menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:
ةمكحم ةداعلا12
Artinya: Kebiasaaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum
Pengertian al-‘Adah adalah:
رملأا ةداعلاأع ریغ نم ةعامجلا وأ درفلا ةایح يف رركتمل طابترا ریغ نم يأ ةیلقع ةقلا
نیبببسملاو ببسلا13
Artinya: Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau
kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab
akibat.
Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi,
atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan
oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan.
Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi
dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulangkali secara pribadi dan
kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan Urf.14
Dalam al-Adah (adat) terdapat dua bentuk, adat yang sahih dan adat yang
fasid. adat yang sahih yang tidak menyalahi syara’, ia berfungsi menjaga dan
12 Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawa’id al-Fiqhiyah, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), hlm.
65.
13 Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus:
al-Yamamah, 2007) hlm. 69.
14 Ibid. hlm. 71.
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memelihara maslahat. Perbedaan antara al-‘adah dengan al-maslahah al-
mursalah adalah adanya unsur waktu pada adat yang sahih yang peristiwa tersebut
selalu berulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang
bertentangan dengan syara’.
اكحلأا ریغت ركنی  لانامزلا ریغتب م15
Artinya: Tidak dapat dibantah bahwa perubahan hukum yang didasarkan kepada
adat dan maslahat disebabkan perubahan masa.
Misalnya terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang
jabatan presiden yang dahulu seperti karet, sekarang diubah dengan dibolehkan
untuk menjabat presiden hanya selama dua priode saja.
Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi
sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga
perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa. Dalam kaidah
lainnya seperti:
ةحلصملاب طونم ةیعرلا يلع فرصتلا16
Artinya: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan
kemaslahatan.
Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan
kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan
seluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan umat Islam harus tercatat dan
dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan setiap
perceraian umat Islam harus dilakukan di muka sidang pengadilan agama. Begitu
pula dengan kaidah lainnya, seperti:
15 Ali Ahmad al-Nadawi, Op.cit, hlm. 27.
16 Ibid, hlm. 157
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حلاصملا بلج نم يلوأ دسافملا ءرد17
Artinya: Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat.
Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam membuat dan menerapkan peraturan
perundang-undangan, dimana bahayanya menjadi skala prioritas dan sebagai tolok
ukur untuk ditinggalkan dari mengambil manfaat yang dihasilkannya, seperti
misalnya lahirnya undang-undang tentang larangan minuman keras.
Demikian pula kaidah seperti:
ةصاخلا ةحلصملا يلع ةمدقم ةماعلا ةحلصملا18
Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.
Kaidah ini menunjukan bahwa untuk kepentingan masyarakat haruslah
diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata  untuk seluruh
masyarakat. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi
putusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung bagi agen-agen  narkoba, untuk
menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari pengaruh bahaya narkoba.
Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh
bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri’iyah (legislatif),
siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah
(administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).19
Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan
rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.
Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan
17 Ibid. hlm. 207
18 A. Jazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah,
( Bandung: Kencana, 2003) hlm. 59.
19 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, (Mesir: al-Alukah,t.t)
hlm 8-9.
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pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi
dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang
(siyasah harbiyah) dan adminsitrasi negara (siyasah idariyah).20 Namun, Ibn
Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan,
administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.21 Sedangkan Abdul
Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah
(konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan
Negara.22
Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar
yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaaan penguasa dan
penyelenggara negara lainnya  dan meletakan cara yang ditempuh dalam
menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan
Siyasah Tasyri’iyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan
mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan
masyarakat. Adapun Siyasah Qadhaiyah adalah upaya lembaga dalam
menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.23
Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan
perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar
negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter
serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan.
20 al-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)
21 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah  fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati, (Mesir: Dar al-
Kitab, al-Arabi,t.tp)
22 Abdul Wahab Khallaf, Op.cit.hlm. 25-101
23 Abdu al Rahman Taj, Op.cit, hlm. 8
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Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fiqh siyasah mencakup
Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter).
1. Perkembangan Fiqh Siyasah
Dalam mengkaji tahapan pemikiran politik umat Islam menurut Munawir
Syadzali dapat dibagi kepada tiga priode, yaitu: Era Klasik, Pertengahan dan Era
Kontemporer.24 Dalam bukunya Islam dan Tata Negara beliau mengatakan:
Berawal dari politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah,
beliau menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai
kepala negara yang mengatur kepentingan umat berdasarkan wahyu selama
sepuluh tahun kenabiannya yaitu sejak 622-632 M. Setelah beliau wafat fungsi
siyasah dilanjutkan oleh penggantinya sebagai khalifah yang disebut khulafa’ al-
rasyidun yaitu Abu Bakar, (w 13 H) Umar ibn Khaththab (23 H), Usman Ibn
Affan (w 35 H) dan Ali Ibn Abi Thalib (w 40 H). Masalah siyasah pertama yang
muncul setelah Nabi wafat adalah ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai hasil
diskusi atau musyawarah antara Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa’idah
bahwa tolok ukur 25 yang menjadi pengganti (khalifah) Nabi adalah orang yang
mengimami shalat kaum muslimin ketika beliau sakit. Pengangkatan Umar ibn
Khaththab atas penunjukan oleh Abu Bakar setelah melakukan musyawarah
dengan sahabat-sahabat lainnya, seperti: Abdurrahman Ibn Awf (w. 33 H) Usman
Ibn Affan dan Asid Ibn Khudair (w. 20 H), sedangkan pemilihan Usman Ibn
Affan atas pilihan enam orang sahabat senior yaitu: Ali Ibn AbiThalib, Abd. al-
24 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara,( Jakarta, UI. Press, 1993) hlm. 41.
25 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Sirah Nabawiyah, Pent. Aunur Rafiq Shaleh
Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1993), hlm. 355. Vol.3
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Rahman Ibn Awf, Thalhah Ibn Ubaidillah (w. 36 H), Zubair Ibn Awwam (w. 36
H) dan Sa’ad Ibn Abi Waqqas (w. 55 H), serta Abdullah Ibn Umar (w. 73 H).
Adapun Ali Ibn Abi Thalib di bai’at oleh para pemberontak yang membunuh
Usman setelah sahabat senior seperti Thalhah Ibn Ubaidiiah, Zubair ibn Awwam
dan Sa’ad Ibn Abi Waqqas tidak bersedia di bai’at, Ali ibn Abi Thalib bersedia
dibai’at setelah sahabat senior bersedia membai’atnya.
Di era Abu Bakar menjadi khalifah, pertama kali yang dilakukannya
melanjutkan kontak senjata dengan Romawi guna melindungi perbatasan antara
Arab dan Romawi dengan memberangkatkan pasukan Usamah ibn Zaid (w. 53H).
Selanjutnya memerangi pembangkang-pembangkang yang enggan membayar
zakat, karena keenganan mereka menolak kekuasaan politik Islam yang
konsekuensinya harus diperangi, munculnya nabi-nabi palsu seperti Tulaihah Ibn
Khuwailid dari Banu Asad, Malik Ibn Nuwairah dari Banu Tamim dan
Musailamah al-Kazzab dari Banu Hanifah di Yamamah dan Aswad al-Ansi di
Yaman serta memerangi orang-orang murtad yang memberontak di berbagai
daerah. Abu Bakar mulai menyusun sistem pemerintahan dengan pembagian
kekuasaan. Seperti : Ali, Usman dan Zaid Ibn Tsabit sebagai Sekretaris Negara di
Madinah, Abu Ubaidah sebagai Bendahara dan Umar Ibn Khaththab sebagai
Hakim Agung. Untuk menata urusan kenegaraan beliau membentuk Majelis Syura
yang dikenal dengan Masyurah Dhimniyah26 (Musyawarah tidak langsung) yang
terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abd.Rahman ibn Awf, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn
Ka’ab (w. 19  H) dan Zaid ibn Tsabit (w. 45H).  Untuk tugas-tugas di daerah Ia
26 Ibid. hlm. 366-367
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mengangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan, seperti Utab ibn Asid  untuk
Makkah, Usman ibn Abi al-‘Ash untuk Thaif, Muhjar ibn Umayah untuk Shan’a,
Ziad ibn Labid untuk Hadramaut, Ya’la ibn Umayah untuk Khaulan, Ila ibn Tsur
al-Hadrami untuk Zabid dan Rima’ dan Mu’az ibn Jabal untuk Janad dan
Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy27.
Mengingat banyak tentara yang hufaz meninggal di peperangan Yamamah,
Umar ibn Khaththab mengusulkan penulisan al-Qur’an demi menjaga agar tidak
hilangnya al-Qur’an dari dada umat Islam. Usul tersebut pada awalnya tidak
disetujui oleh Abu Bakar. Namun setelah Abu Bakar bisa diyakinkan ditunjuklah
Zaid ibn Tsabit sebagai ketua tim pengumpulan al-Qur’an. Tugas ini baru selesai
pada masa Khalifah Usman Ibn Affan, sebagai hasil ijtihad sahabat. Selanjutnya,
dalam hal suksesi di pemerintahan Umar ibn Khaththab dilantik di Madinah
setelah menerima wasiat penunjukan oleh Abu Bakar, namun pengukuhannya
setelah melalui Masyurah Dhimniyah (syura secara implicit) tersebut, yaitu hasil
kesepakatan para sahabat dalam menyetujui orang-orang yang dipilih oleh Abu
Bakar.28
Menurut teori politik Islam oleh Muhammad Dhiyau al-din al-Risy bahwa
dengan adanya Hubab ibn Munzir ibn Jamuh memungkinkan adanya beberapa
amir dengan katanya:  ریمأ مكنمو ریمأ انم (dipihak kami ada amir di pihak kalian juga
ada amir), akan tetapi akhirnya, mereka sepakat memilih Abu Bakar dengan
melakukan bai’at yaitu pemilihan.29 Sedangkan Umar ibn Khaththab ditunjuk Abu
27 Ibid
28 Ibid, hlm. 367
29 Muhammad Dhiyau al-Din al-Risy, al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah, ( Kairo: Dar al-
Turats, 1979) hlm. 40,
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Bakar setelah bermusyawarah dan berkonsultasi dengan enam orang sahabat
senior di Masjid Nabawi seperti Abdurrahman Ibn Awf, Sa’ad ibn Abi Waqhas,
Usman Ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn
Ubaidillah.30 Penunjukannya mendapat persetujuan dari umat Islam. Persetujuan
dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat Usman Ibn Affan dan dibaiat oleh kaum
muslimin setelah Abu Bakar wafat tahun 634 Masehi.31 Dalam pemerintahannya,
Khalifah Umar banyak melakukan berbagai kebijaksanaan seperti pengembangan
daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan demi kesejahteraan
rakyat, pembentukan tentara yang digaji, pembaruan administrasi negara. Sahabat-
sahabat senior sebagai anggota Majelis Syura dilarang meninggalkan ibukota
Madinah. Ia mengangkat Usman ibn Affan sebagai sekretaris negara. Musim haji
sebagai forum evaluasi pemerintahannya. Para pejabat diminta agar memberi
laporan atas perkembangan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Daerah
dibaginya menjadi delapan propinsi seperti Madinah, Makkah, Syria, Jazirah,
Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina.32
Lembaga-lembaga penting lainnya yang dibentuk seperti lembaga
Kepolisian (Diwan al-Ahdats) Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pekerjaan
Umum ( Nazarat al-Nafi’ah), seperti fasilitas sosial, irigasi dan rumah sakit,
lembaga Peradilan (al-Qadha’) yang terpisah dari eksekutif, Departemen
Perpajakan Daerah yang dikuasai (al-Kharaj), Departemen HANKAM (Diwan al-
Jund), dan Lembaga Perbendaharaan Negara (Bait al-Maal) serta membentuk
30 Ibid, hlm. 181.
31 Abdul Aziz Dahlan (et.al) Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,
1996), hlm. 919, vol.3
32 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Op.cit, hlm. 383.
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Pengawas yang menyelidik penyelewengan pejabat dengan mengangkat
Muhammad ibn Maslamah. Dan termasuk ijtihad Umar yang paling menonjol
adalah membentuk Penasehat Agung yaitu Ali sebagai musytasyar awwal33
Dalam kapasitasnya sebagai mujtahid Umar mengeluarkan Ijtihad yang
kontroversial setelah bermusyawarah dengan para sahabat, antara lain: tidak
memotong tangan pencuri dengan alasan musim paceklik, tidak membagikan
harta rampasan perang berupa tanah subur di Irak kepada tentara yang berperang
dan membiarkan untuk digarap pemiliknya, dan tidak memberikan zakat kepada
muallaf karena Islam telah kuat dengan predikat ijtihad tathbiqi yang mengamati
objek hukum ditempat penerapan nash.34
Dalam pemerintahan Usman yang menonjol adalah perluasan Mesjid Haram
dan Mesjid Nabawi, serta banyaknya kharaj (infak penghasilan).35 Adapun
Usman ibn Affan dipilih Dewan Syura yang dibentuk Umar ketika ia sakit. Ia
terbunuh oleh pemberontak karena dalam paruhan pemerintahannya muncul
nepotisme dan tidak terwujud rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan Ali ibn Abi
Thalib pada awalnya diangkat oleh sebagian umat yaitu para pemberontak Usman
dan mengajak penduduk Madinah untuk memilih Ali ibn Abi Thalib.36 Pada
pemerintahan Ali banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan oleh
Aisyah, Zubeir dan Thalhah melawan pemerintah yang dikenal dengan perang
Unta, Kemudian perang Shiffin antara Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah yang
berakibat umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok yang setia
33 Ibid, hlm 381
34 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-
Jail, 1973, Jilid 2. hlm. 11
35 Muhammad Said Ramadhan. Op.cit. hlm. 386
36 Ibid.
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kepada Ali ibn Abi Thalib, kelompok yang setia kepada Muawiyah dan Khawarij,
yaitu mereka yang keluar dari kelompok Ali ibn Abi Thalib. Pertentangan
bersenjata mereka berlanjut sampai terbunuhnya khalifah Ali ibn Abi Thalib oleh
Abdurrahman ibn Muljam.37
Dengan beralihnya pemerintahan ke Muawiyah ibn Abi Sufyan tidak
melalui syura dan persetujuan tokoh masyarakat. Suksesi dari Muawiyah ke
Yazid, anaknya adalah melalui system monarkhi, sehingga monarkhi berlanjut
sampai akhir Bani Umayyah dan Abbasiyah, Pasca Khulafa al-Rasyidin
memerintah daerah Islam sudah meluas, hubungan antar satu daerah cukup jauh,
sarana perhubungan masih primitif, para sahabat sudah terpencar di kota-kota
sehingga sulit melakukan musyawarah, di samping negara-negara besar tetangga
seperti Byzantium, Persia dan Cina berbentuk kerajaan. Selain itu masuknya
pengaruh asing, berupa atribut, pola hidup raja tetangga dan peraturan protokoler
yang diberlakukan membuat ada jarak antara rakyat dengan khalifah sebagai
penguasa.38
Menurut Munawir Syadzali,39 perkembangan kajian fiqh siyasah dalam
sejarah umat Islam dibagi kedalam tiga kelompok yaitu priode klasik, pertengahan
dan kontemporer
1. Priode Klasik
Perkembangan fiqh siyasah pada priode ini baru dimulai pada masa daulah
Bani Abbasiyah oleh Ibn Abi Rabi’ dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-
37 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 32-33.
38 Ibid, hlm. 35-37.
39 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarata, UI
Press,1993, hlm 43.
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Mamalik (Pedoman bagi Raja dalam menjalankan Pemerintahan) yang dibuat
untuk Khalifah al-Mu’tashim (833-842 M). Ibn Abi Rabi’ mendukung sistem
monarkhi dan memuji Mu’tashim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana.
Menurutnya monarkhi dibawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal
adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyaknya kepala,
politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Karena itu,  Ia menolak bentuk
aristokrasi, yaitu pemerintahan berada dibawah sekelompok kecil orang pilihan
atas dasar keturunan atau kedudukan. Ia menolak juga bentuk oligarki, yaitu
pemerintahan yang berada ditangan sekelompok kecil orang kaya, begitu juga
demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warganegara, begitu
juga demagogi yaitu para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang
diberikan demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian
menimbulkan anarki.40 Menurutnya, dasar kekuasaan raja mandat dari Tuhan,
namun ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk
menduduki jabatan khalifah. Ia mendukung pendapat Plato yang menyebutkan
manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang
lain. Ini yang merupakan timbulnya kerjasama antara  sesama manusia dan
sebagai awal terbentuknya negara.41
Berbeda dengan Ibn Abi Rabi’ adalah al-Farabi (870-950 M). Nama
lengkapnya adalah Abu Nashar Ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Unzalagh.
Pemikirannya bersifat idealis karena ia banyak belajar dari karya tulis Plato.
Pemikiran politiknya dapat dilihat dari tulisannya Ara’ Ahl al-Madinah al-
40 Ibid, hlm. 46
41 Ibid, hlm. 48
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Fadhilah (Pandangan Penduduk Negara Utama) dan al-Siyasah al-Madaniyah
(Politik Kenegaraan).42 Ia lahir pada pemerintahan khalifah al-Mu’tamid dan
meninggal pada pemerintahan khalifah al-Muti’ priode paling kacau pada
pemerintahan khalifah Abbasiyah. Menurut al-Farabi, tujuan manusia
bermasyarakat adalah untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dan kelengkapan
hidup yang membawa kebahagiaan baik material maupun spritual. Menurutnya
ada tiga macam bentuk masyarakat yang sempurna, yaitu sempurna besar yaitu
gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk berkerjasama, masyarakat sempurna
sedang yaitu yang terdiri dari satu bangsa saja dalam satu wilayah yaitu negara
nasional, dan masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat negara kota.43 Ia
membagi negara kepada: negara utama, negara bodoh, negara rusak, negara
sesat dan negara merosot. Negara utama pemimpinnya arif bijaksana,
pemimpinnya seorang filosof yang arif. Kalau tidak ada dapat dipikul secara
kolektif di antara warga kelas pemimpin seperti presidium.44
Sebaliknya, adalah negara bodoh dimana rakyatnya tidak tahu dan tidak
terbayang kebahagiaan. Termasuk juga ranking negara bodoh, rakyatnya terfokus
pada kebutuhan lahiriyah saja dan terpusat pada penaklukan negara lain  serta
sikap dari rakyatnya berbuat sekehendaknya sehingga  timbul anarki. Sedangkan
negara yang rusak adalah dimana rakyatnya tahu kebahagiaan tetapi prilakunya
seperti rakyat negara yang bodoh yang melakukan perbuatan hina. Adapun negara
merosot adalah dimana rakyatnya mempunyai pandangan dan prilaku yang sama
dengan negara utama tetapi terjerumus kepada kehidupan yang tidak terpuji
42 Ibid, hlm. 49
43 Ibid, hlm. 52
44 Ibid, hlm. 56
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seperti merebaknya perbuatan korupsi dan perkosaan terhadap kebenaran dan
keadilan. Sedangkan negara sesat adalah dimana rakyatnya tidak percaya Tuhan
dan hidup dengan kesombongan dan penipuan.45
Termasuk pemikir klasik adalah al-Mawardi (975-1059 M). Nama
lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia berpindah-pindah
sebagai hakim dari satu kota ke kota lain, kemudian menetap di Baghdad dan
mendapat kedudukan terhormat di pemerintahan khalifah Qadir. Kondisi politik
kacau bahkan lebih parah dari masa al-Farabi. Khalifah penguasa secara formal
saja sedangkan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah panglima
berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah.46
al-Mawardi dalam Ahkam al-Sulthaniyah memasukan unsur agama dalam
teorinya. Katanya segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama, yaitu:
1. Agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk
dan dijaga bersama.
2. Hukum ditegakan penguasa secara benar  sehingga orang yang zalim
tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
3. Keadilan ditegakan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban
sesama warganegara.
4. Keamanan dirasakan secara merata, membuat rakyat menikmati
ketenangan batin, tidak takut berinisiatif dan berkreatif.
5. Kesuburan tanah yang berkelanjutan. Tanah yang subur sebagai
kebutuhan rakyat akan bahan makanan.
45 Ibid. hlm. 57
46 Maktabah al-Syu’ab al-Karim, Maktabah-ach3b-alkarim.blogspot.co.id tgl 09-09-2011.
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6. Harapan untuk kelangsungan hidup, dimana manusia mempersiapkan
sarana kelangsungan hidup untuk generasinya.47
Yang menarik dari gagasannya dalam ketatanegaraan adalah adalah kontrak
sosial, yaitu hubungan antara ahl halli wa al-aqdi atau ahl al-ikhtiar dengan
imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak
sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang
melahirkan kewajiban dan  hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.
Karenanya imam berhak untuk ditaati dan berkewajiban memberikan
perlindungan dan mengurus kepentingan rakyat dengan rasa tanggung jawab.48
2. Priode Pertengahan
Priode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara
Mongol pada tahun 1258 M. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam
adalah Ibn Taimiyah (1263-1328 M). Pemikiran politiknya tergambar dalam
kitabnya seperti al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’yati, Majmu’
al-Fatawa dan Minhaj al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda
dengan pemikir sunni lainnya dimana ia tidak memandang Imamah sebagai
kewajiban syar’i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Syarat Quraisy
bukan syarat untuk menjadi kepala negara, karena syarat untuk itu hanya dua saja
yaitu kejujuran (al-amanah) dan kekuatan (al-quwwah).49 Ibn Taimiyah
47 Munawir Syadzali, Op.cit, hlm. 61-62.
48 Ibid, hlm. 67
49 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syari’ah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’yati, (Damaskus:
Maktabah, Dar al-Bayan: 1993) hlm. 20.
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membolehkan adanya dua pemerintahan dalam satu masa dan menolak syarat
suku Quraisy sebagai kepala negara.50
Pemikir Siyasah Sunni lainnya adalah Ibn Khaldun51 (1332-1406 M).
Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya al-Muqaddimah bahwa hadits
Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat
kondisional, karena suku mana saja bisa memegang posisi kepala pemerintahan
Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Pandangan Ibn Khaldun
itu muncul mengingat kondisi politik umat Islam di Spanyol yang dalam keadaan
lemah dan terpecah.
3. Priode Kontemporer
Priode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan
mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler.
Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan
budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme dan ada
yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak
cocok dengan nilai-nilai Islam.
Dalam kancah politik kontemporer, muncul tiga sikap umat Islam pertama,
muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek khidupan
manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan  bahwa Nabi
Muhammad saw. adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah dan
prilaku al-khulafa al-rasyidun sebagai tata nilai kenegaraan, dan menolak segala
yang datang dari Barat. Sikap kedua, adalah Islam memberikan seperangkat tata
50 Ibn Taymiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah,( Riyadh: Maktabah Riyadh al-
Haditsah,t.t) hlm.197-198.
51 Abdurrahman Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun, Mesir, Dar al-Fikri, 1406.
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nilai dalam politik dan ketatanegaraan umat Islam, sedangkan sikap ketiga,
menerima dan meniru faham sekuler yang dikembangkan barat.
Menurut faham aliran pertama, Islam adalah agama serba lengkap. Faham
ini dikembangkan oleh Muhammad Rasyid Ridha (1856-1935 M), Hasan al-
Banna 1906-1949 M), Abu al-A’la al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthub
(1906-1966 M) dan Ayatullah Khomeini (1900-1989 M) dari kalangan syi’ah,
sedangkan yang masuk aliran kelompok kedua, dimana Islam meletakan prinsip
bagi peradaban manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Faham ini
dikembangkan oleh Muhammad Abduh, (1849-1905 M), Muhammad Iqbal (1877-
1938 M), Muhammad Husein Haykal (1888-1956 M), Muhammad Natsir (1908-
1993 M),  dan Fazlur Rahman 1919-1988 M).
Muhammad Abduh (w. 1905M) mengungkapkan, Islam mengatur hukum
tentang hubungan antar sesama manusia, pemimpin diperlukan agar hukum
berjalan efektif. Kepala negara bukanlah wakil Tuhan, melainkan pemimpin
politik, sehingga tidak memiliki kekuasaan keagamaan. Haykal (w. 1956 M)
mengatakan prinsip-prinsip peradaban manusia telah diletakan oleh Islam
termasuk masalah ketatanegaraan. Karenanya, Islam tidak mempunyai sistem
pemerintahan yang baku. Sistem pemerintahan yang dipilih sesuai dengan kondisi
yang berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan
Islam.
Lain halnya dengan Iqbal, yang mengatakan nilai-nilai Islam tentang
kenegaraan dapat dielaborasi dan menolak komunisme, atheisme dan demokrasi
barat, namun bisa menerima sosialisme, karena tidak bertentangan dengan prinsip
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Islam. Senada dengan itu Muhammad Natsir (w 1993 H) mengatakan Islam
mengandung peraturan dan hukum tentang ketatanegaraan. Islam membutuhkan
lembaga pemerintahan, namun tidak memberi ketentuan yang baku tentang bentuk
negara yang harus dikembangkan, Islam memberikan kebebasan berkreasi untuk
menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan
kondisi.
Adapun aliran pemikir kelompok ketiga ditokohi oleh Ali ‘Abd. Raziq
(1888-1966 M), Thaha Husein (1889-1973 M), dan Musthafa Kemal Ataturk, Ali
Abd. Razik mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik.
Nabi saw. diutus adalah untuk menjadi Rasul tidak berpretensi untuk membentuk
negara dan kekuatan politik. Taha Husein menganjurkan Mesir dan umat Islam
pada umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah meniru
dan mengadopsi peradaban barat, sedangkan Mustafa Kemal melakukan
sekularisme besar-besaran di Turki dengan meniru barat  dalam segala aspeknya
dan membuang warisan budaya Islam.52
Selanjutnya, ketika membicarakan fiqh siyasah tidak bisa dilepaskan dari
konsep kekuasaan manusia di muka bumi ini seperti yang dikenal dengan sebutan
Imamah, khilafah dan Imarah.
B. KONSEP IMAMAH, KHILAFAH, DAN IMARAH
Imamah secara etimologi terambil dari kata Imam yaitu ھب يضتقی يذلا artinya
orang yang diikuti.53 Berarti seseorang itu adalah imam. Predikat imam dikenal
juga dengan Imamah al-Kubra atau Imamah al-Uzhma. sedangkan Imarah
52 Munawir Syadzali, Op.cit.  hlm. 116-193
53 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab (Beirut, Dar al-Shadir, 2005), hlm. 157. Vol.1
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dengan kata al-Amir maknanya raja (كلملا) yaitu untuk diikuti perintahnya.54
Menurut Abul A’la al-Maududi ( w 1979 M) ada perbedaan yang hakiki antara
khilafah dengan kerajaan, seperti:
1. Pada sistem khilafah, bai’at diberikan oleh rakyat setelah adanya
musyawarah dan kesepakatan oleh mereka dengan kerelaan, sedangkan
bai’at pada sistem kerajaan diberikan rakyat  dengan terpaksa.
2. Khalifah hidup di tengah-tengah rakyat, antara penguasa dengan rakyat
mudah bertemu, sedangkan raja memilih cara hidup kaisar.
3. Bagi khalifah kondisi Baitul maal (keuangan negara) milik makhluk dan
khalik yang harus dipertanggungjawabkan, sedangkan bagi raja milik raja
dan diwariskan.
4. Dalam sistem khilafah hidup semangat beramar ma’ruf, dan bernahi
munkar, sedangkan pada kerajaan hilang kebebasan untuk mengeluarkan
pendapat.
5. Dalam sistem khilafah para hakim bebas mengeluarkan putusan dari
segala ikatan dan tekanan penguasa, sedangkan pada sistem kerajaan para
penguasaa mencampuri putusan hakim,
6. Dalam sistem khilafah pemerintahan hidup dengan semangat
bermusyawarah yang ditetapkan dengan konsensus (ijma’), putusan ahl
al-halli wa al-aqdi dihormati, sedangkan dalam sistem kerajaan
pemerintahannya diktator, sistem musyawarah hilang.
54 Ibid, hlm. 152.vol.1
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7. Dalam sistem khilafah dikikis fanatik kesukuan, sedangkan pada kerajaan
sistem kesukuan diabadikan.
8. Dalam sistem khilafah supremasi hukum ditegakan, sehingga masyarakat
taat kepada hukum, sedangkan sistem kerajaan  penerapan hukum berada
di tangan raja sebagai penguasa.55
Dalam kajian fiqh siyasah ditemukan konsep kekuasaan manusia di bumi
ini, dengan tiga ungkapan itu, yaitu Imamah, Khilafah, dan Imarah, dengan
jabatan masing-masingnya sebagai Imam, Khalifah dan Amir. Penggunaan
ungkapan ketiga-tiganya dalam kajian fiqh siyasah tidak berbeda, hanya saja
pemakaian yang berbeda, kata khilafah itu biasanya dipakai oleh masyarakat
Sunni, sedangkan kata Imamah dipakai oleh masyarakat Syiah.56 Kalau khalifah
adalah sebagai sultan yang besar (agung) maka Amir sebagai sultan yang kecil.
Namun demikian, kata imamah juga dapat dilihat dari pembahasan al-Mawardi,
dimana Ia mengungkapkan bahwa Imamah adalah sama dengan Khalifah,
pemimpin, raja atau sulthan atau pemegang kekuasaan, yang pada dasarnya
menerapkan dasar-dasar agama dan kemaslahatan umat secara terpadu, sehingga
imamah adalah pemimpin agama dan sekaligus pemimpin politik, karenanya
dalam satu  kurun waktu tidak boleh terdapat dua orang imam yang berkuasa.57
Imamah itu adalah umat, Ia sebagai sumber kekuasaan berupa kontrak pertama, Ia
adalah ganti dari kaum muslimin, yang secara kodrat telah melaksanakan hak-hak
55 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (pent: Muhammad al-Baqir), (Bandung:
Mizan, 1984) hlm. 200-222.
56 Lihat: Abd. al-Qadir Audah, al-Islam wa Audha’una al-Siyasah,(Kairo: al-Mukhtar al-Islam,
1978), hlm. 106.
57 Muhammad Jalal Syarif & Ali Abd. al-Mu’thi Muhammad, al-Fikr al-Siyasiy  fi al-Islam,
(Iskandariyah: al-Jamiah al-Mishriyah, 1978) hlm. 297-300.
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Allah, ketika ia telah melaksanakan tugas praktisnya ia melaksanakan hak-hak
umat, sehingga Imamah itu disebut ganti atau wakil dari umat. Penyebutan
Imamah sudah dikenal ketika Rasulullah saw. wafat, seperti peristiwa Bai’at.
“Ketika mayoritas umat Islam menolak membai’at Sa’ad ibn Ubadah di Saqifah
Bani Saidah, Abu Bakar berkata شیرق نم ةمئلاا58 pemimpin itu dari suku Quraisy,
mereka yang membaiat Saad ibn Ubadah berkata : ریما مكنمو ریما انم namun, dalam
musyawarah yang alot, mereka akhirnya secara mayoritas menerima ungkapan
Abu Bakar setelah disepakati hasil musyawarah  di parlemen Tsaqifah Bani
Saidah:  ءارزولا متنأو ءارملأا  نحن (kami sebagai amir kalian sebagai wazir)” sehingga
mereka memilih Abu Bakar sebagai  khalifah melalui musyawarah.59
Kepemimpinan itu disebut dengan leadership. Pemimpin dalam bidang
administrasi disebut administrator. Awalnya dalam pelaksanaan ibadah shalat
disebut dengan imam, di dalam urusan pemerintahan atau negara adakalanya
disebut dengan khalifah dari kalangan sunni, dan imamah dari kalangan syiah, al-
malik atau raja untuk sebuah negara kerajaan, presiden untuk sebuah negara
republik.
Menurut Said Agil Husein al-Munawwar, Khalifah secara terminologis
setidaknya mengandung dua makna. Pertama, kepala negara dalam pemerintah
dan kerajaan masa lalu yang dalam konteks kerajaan sama dengan sultan. Kedua,
dalam arti wujud makna jabatan sultan atau kepala negara ataupun dalam arti
fungsi manusia di bumi sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Ia mengutip al-
58 H.R Imam Ahmad, dari Anas, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, juz 19 hlm 318.
59 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-wilayat al-Diniyah, (Beirut : Dar al-kutub
ilmiyah, t.t) hlm. 8
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Maududi dalam tulisannya al-Khilafah wa al-Mulk bahwa khilafah berasal dari
kata khalifah yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan yang  dalam arti
sebagai suatu teori Islam tentang pemerintahan dan negara. Khalifah bisa berarti
generasi penerus atau  generasi pengganti, dan bisa berarti penguasa.60
Dengan demikian dapat dipahami bahwa gelar khalifah dalam pemerintahan
Islam diterima dari Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad saw., artinya
Khalifah Rasulillah, bukan khalifatullah yang langsung ditolaknya. Ia diangkat
melalui proses syura antara Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah di
Madinah. Berbeda dengan Umar ibn Khaththab, gelar yang diterimanya dalam
pengangkatan Khalifah adalah Amirul Mukminin yang artinya pemimpin kaum
beriman. Umar dicalonkan Abu Bakar mengingat kapasitas kepemimpinannya
tidak diragukan sama sekali. Ia disetujui menggantikan Abu Bakar melalui proses
konsultasi dan diskusi beberapa sahabat. Lain halnya dengan Usman ibn Affan
dimana ia terpilih jadi khalifah atas mufakat dewan ahli atau ahlu al-halli wa al-
aqdi yang dibentuk Umar. Sedangkan Ali Ibn Abi Thalib diangkat berdasarkan
bai’at umat Islam setelah  terjadi fitnah al-kubra yang menewaskan Usman ibn
Affan.
Adapun untuk diangkat menjadi imam itu, al-Mawardi (w. 450 H)
memberikan persyaratan sebagai berikut:
جلا اھطورش يلع ةلادعلا اھدحأ لزاونلا يف داھتجلاا يلا يدئملا ملعلا يناثلاو ةعما
 كردی ام ةرشابم اھعم حصیل ناسللاو رصبلاو عمسلا نم ساوحلا ةملاس ثلاثلاو ماكحلااو
60 Said Agil Husein al-Munawwar, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Ed.
Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Pers,  2002) hlm. 176.
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 اخلاو ضوھنلا ةعرسو ةكرحلا  ءافیتسا نع عنمی  صقن نم ءاضعلاا ةملاس عبارلاو اھب
 حلاصملا ریبدتو  ةیعرلا ةسایس يلا يضفملا  يأرلا سم ةدجنملا ةعاجشلا سداسلاو
 دورول شیرق نم نوكی نأ وھو بسنلا عباسلاو ودعلا  د اھجو  ةضیبلا  ةیامح يلا  ةیدئملا
سانلا عیمج يف اھزوجف ذش نیح ررضب رابتعا لاو  ھیلع عامجلاا داقعناو ھیف صنلا61
Artinya: Pertama, adil dengan segenap persyaratannya. Kedua:, Memiliki ilmu
yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus
hukum yang harus dipecahkan. Ketiga: Sehat pancainderanya, baik
pendengaran, penglihatan maupun lisannya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Keempat: Sehat anggota badannya dari
kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya. Kelima:
kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat demi
kemashlahatan. Keenam: kebenaran dan punya tanggungjawab dan
tabah di dalam mempertahankan Negara dan memerangi musuh.
Ketujuh: nasab. Imam itu haruslah keturunan Quraisy atas dasar nash
dan ijma’ karena Abu Bakar menyebutkan:Ɔ ǉ ƫ Ƽƹ ҒƹǠǚ (Imam itu dari
kelompok Quraisy) lalu orang-orang Anshar membalasnya  ƸƲƾƹǃ Ǌƹǐ  Ǜƾƹ
Ǌƹǐ ( Bagi kami ada Amir dan demikian pula pada kalian ada Amir.
Lalu Abu Bakar menyebutkan: ءارزولا متنأو ءارملاا نحن (Kamilah yang
menjadi Kepala Negara dan kelompok Anda sebagai menteri-
menterinya) Dan juga sabda Nabi saw: ق   Ǜǁ ǄƹӨƬҗǠǃ Ǜƈǉ ƫ ǚǄƹӨ
dahulukanlah suku Quraisy dan janganlah melangkahinya).
Adapun enam syarat yang dikemukakan al-Mawardi62 diterima oleh Abdul
Wahab Khallaf, sedangkan syarat yang ketujuh tidak diterimanya, karena
diperselisihkan oleh para ulama karena nashnya tidak qath’I dan Ia meninggalkan
kriteria nasab tersebut, karena hal itu disyaratkan untuk menghindari pertentangan
yang disebabkan menonjolnya perasaan ashabiyah kesukuan, karena yang
61 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-wilayat al-Diniyah ( Beirut; Dar al-Kitab al-
Ilmiyah,t.t.) hlm. 6-7
62 Syarat pemimpin yang diungkapkan oleh al-Mawardi yang diterima Abdul Wahab
Khallaf hanyalah enam syarat saya, yaitu adil, berilmu, sehat inderawi, sehat anggota tubuh
mampu berpikir, dan memiliki keberanian., sedangkan syarat suku Quraisy tidak diterima, karena
menjaga agama dan politik keduniaan bukan hanya kewenangan pemimpin dari suku Quraisy.
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diperlukan untuk menjadi pemimpin adalah orang yang mampu menjaga agama
dan menjaga politik dunia.63
Konsep Imamah tersebut dengan pengertian kepemimpinan tidak dijumpai
dalam al-Qur’an, hanya kosa kata imam yang ditemui dalam al-Qur’an sebanyak
tujuh kali dalam arti :
1. Imam dalam arti Nabi dalam surat al-Baqarah (2) ayat 124.
2. Imam dalam arti pedoman dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 12.
3. Imam berarti kitab dalam surat Yasin (36) ayat 12.
4. Imam dalam arti jalan yang lurus dalam surat al-Hijr (15) ayat 79.
5. Imam berarti pemimpin dalam surat al-Furqan (25) ayat 74.64
Dengan demikian Said Agil Husein al-Munawar menyimpulkan setidaknya
tiga makna dari pengertian Imamah, yaitu: 1). Imam dalam arti pemimpin shalat
jama’ah. 2). Imam dalam arti pendiri mazhab, 3). Imam dalam arti pemimpin
umat.65 Sedangkan sebutan dengan Imamah al-Kubra, imamah al-‘Uzhma,
Khilafah dan Amir al-Mukminin dengan pengertian yang sama untuk makna
seorang pemimpin yang mengatur kehidupan umat dengan menjaga urusan
agama dan urusan politik keduniaan.
Unsur penting dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari tiga hal,
yang terdiri dari pertama, bentuk pemerintahan dan sendi-sendi berdirinya
63 Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah, (Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyah,1350
H) hlm. 55.
64 Said Aqil Husein Al-Mnawwar, Op.cit hlm 180
65 Ibid.
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pemerintahan. Kedua, penghargaan terhadap hak-hak pribadi, dan ketiga.
mengenai kekuasaan dan sumbernya.66
Dalam priode pemerintahan Islam disepakati oleh ulama konstitusi tentang
adanya pembatasan lamanya seseorang penguasa berkuasa. Mereka meneliti al-
Qur’an dan Sunnah Nabi saw. bahwa pemerintahan itu dengan adanya konstitusi
tidak tertumpu bahwa kekuasaan pada seseorang saja, tetapi dipilih umat melalui
kekuasaan lembaga al-halli wa-al-Aqdi. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.
yang memerintahkan untuk melakukan musyawarah  dengan menetapkan kriteria
yang disepakati, sebagaimana firmanNya surat al-Syuura (42) ayat 38 yaitu:
 ْمُھُرَْمأَو َةَلا َّصلا اوُمَاَقأَو ْمِھِّبَِرل اُوباََجتْسا َنیِذَّلاَو َنُوِقفُْنی ْمُھَانْقَزَر ا َّمِمَو ْمَُھنَْیب ٰىَروُش
Artinya:Dan bagi orang-orang yang mematui seruan TuhanNya dan mereka
mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan
musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki
yan Kami berikan kepada mereka.
Dan surat Ali Imran (3) surat 159 yang menyebutkan:
 ِرَْمْلأا ِيف ْمُھْرِواَشَو ْمَُھل ِْرفَْغتْساَو ْمُھْنَع ُفْعَاف
Artinya: Dan bermusyarahlah dengan mereka dalam urusan itu
Dan surat al-Nisa’ (4) ayat 59 dan 83 yang menyebutkan :
 ْمُكْنِم ِرَْمْلأا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعیَِطأَو َ َّالله اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َایةیلأا
Artinya :Wahai orang-orang yang beriman,  kamu  patuhilah  Allah  dan   kamu
Patuhilah RasulNya dan penguasa ( para tokoh) di antara kamu.
 ْمُھْنِم َُھنُوِطبَْنتَْسی َنیِذَّلا ُھَِملََعل ْمُھْنِم ِرَْمْلأا ِيلُوأ َٰىِلإَو ِلوُس َّرلا َىِلإ ُهو ُّدَر َْولَوةیلأا
66 Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyah, ( Kairo: Mathba’ah  al-Salafiyah, 1350
H), hlm. 25
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Artinya:Dan jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri (para
tokoh) di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka.
Banyak penjelasan dari sunnah Nabi saw. yang memerintahkan
bermusyawarah baik secara qauli maupun fi’li, begitu juga kebiasaan Khulafa al-
Rasyidin yang memerintahkan untuk melakukan musyawarah dalam
menyelesaikan permasalahan  yang terjadi sepeninggal mereka.67
Konstitusi menjamin berbagai macam hak pribadi dan persamaan dihadapan
konstitusi, baik dalam hal perdata maupun pidana. Persamaan adalah sumber
ajaran Islam dalam perang dan damai. Seluruh hak itu dikembalikan kepada dua
hal, yaitu: Hak kebebasan Perorangan dan Musawah (sama di depan hukum).
Hak-hak Perorangan itu antara lain: kebebasan seseorang untuk mendapatkan rasa
aman. Kebebasan hak ini dimana seseorang mampu bertindak hukum untuk
dirinya, kebebasan hak untuk bertempat tinggal, kebebasan untuk pemilikan,
kebebasan untuk berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat baik yang
berkaitan dengan agama maupun non agama, dan kebebasan untuk menuntut ilmu
atau belajar dan mengajar.68
Demikian pula dalam hal mengangkat dan memilih kepala negara baik dari
suku Quraisy maupun Non Quraisy tidak ada ditemukan unsur kesukuan dalam al-
Qur’an dan Sunnah yang sahih. Urusan pemilihan kepala negara sesudah
Rasulullah saw. diserahkan kepada keinginan umat. Rasulullah saw. tidak
meninggalkan seorang penggantipun, apalagi terfokus kepada suku Quraisy, sebab
67 Ibid.
68 Ibid, hlm. 30-40
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Umar ibn Khaththab pernah berucap: andaikata Salim budak Huzaifah masih
hidup pastilah ia akan dipilih oleh Umar, karena dalam Islam tidak ada fanatik
kesukuan. Ketika pemilihannya dengan metode syura maka terlihat hasil dari
pemilihan itu adanya pertangungjawaban oleh kepala negara dihadapan ummat;
dengan adanya saling memberi nasehat. Kewajiban bermusyawarah oleh penguasa
dan mendiskusikan rekomendasi yang dihasilkan oleh rakyat untuk kebaikan
semua masyarakat perlu dibentuk adanya lembaga. Musyawarah adalah perintah
Allah swt. dalam surat Ali Imran ( 3) ayat 159 yang menyebutkan:
 َنِیل ِّكََوتُمْلا ُّبُِحی َ َّالله َِّنإ ۚ ِ َّالله َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ۖ ِرَْمْلأا ِيف ْمُھْرِواَشَو
Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya.
Dan surat al-Syura (42) ayat 38.
 اُوباََجتْسا َنیِذَّلاَو َنُوِقفُْنی ْمُھَانْقَزَر ا َّمِمَو ْمَُھنَْیب ٰىَروُش ْمُھُرَْمأَو َةَلا َّصلا اوُمَاَقأَو ْمِھِّبَِرل
Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Berdasarkan perintah tersebut dipahami perlu adanya forum untuk bertukar
pendapat dalam memecahkan persoalan umat, kemudian baru disepakati dengan
sebuah keputusan. Dalam sejarah Islam di zaman pemerintahan Abbasiyah ada
lembaga musyawarah yang disebut dengan Dewan Syura sebagaimana dicatat
oleh Abdul Malik al-Sayed. Anggota Dewan Syura adalah orang yang menjadi
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pilihan rakyat dan Dewan ini memilih kepala pemerintahan propinsi.69 Eksistensi
lembaga syura ini disetiap Negara sangat urgen sekali. Dalam hal ini Muhammad
Abduh (w 1905 M) dikutip Abdul Wahab Khallaf mengatakan:
 روھمج عسو يف سیل ذا حصانتو رواشت سانلا نم ةصاخ ةئف مایقب لاا نامتی لا يروشلاو حصنلا نا
 ةئفلا هذھ دوجوب لاا متی لا نیموكحملاو ماكحلا يلع ضورفملا بجاولا كلذ ناك اذاو امھب مایقلا  ةملاا
 لا ام ھیلع قفتملا لصلااب لامھ ابحاو لمعلا ا ذھل ةملأا نم  قیرف صیصخت ناك وھف  ھب لاا بجاولا متی
 بجاو70
Artinya: Nasehat dan musyawarah itu tidak akan terlaksana dengan baik kecuali
adanya lembaga khusus yang diisi oleh penguasa dan perwakilan
mayoritas umat yang dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut.
Lembaga ini wajib dibentuk sesuai dengan penerapan qaidah: Sesuatu
untuk menyempurnakan yang wajib, maka hukum sesuatu itu menjadi
wajib.
Dari uraian tersebut tampaklah bahwa prinsip musyawarah dan mufakat
yang dijalankan tokoh-tokoh pemimpin umat Islam secara adil dan amanah
sebagai dasar dan sumber kekuatan dan kekuasaan (dawlah) di wilayah
pemeritahan Islam dalam mengatur kemaslahatan umat wajib dibentuk.
Di lembaga pemerintahan di Indonesia saat kini musyawarah diaplikasikan
oleh lembaga  perwakilan yang dipilih oleh rakyat baik di daerah maupun di
pusat, sehingga telah menjadi urf (adat kebiasaan) dan menjadi lembaga
konstitusional yang diakui undang-undang.
C. AHL AL-HALLI WA AL’AQDI
69 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 85.
70 Abdul Wahab Khallaf, Op.Ci, hlm. 28
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Konsep ahl al-halli wa al-aqdi secara etimologis berarti orang yang
memutuskan dan mengikatkan. Secara terminologis menurut pakar hukum siyasah
merupakan konsep dasar tentang adanya lembaga khusus yang oleh al-Mawardi
dinamakan dengan Ahl al-Ikhtiyar. Lebih lanjut menurut Dhiya al-Din al-Risy,
pengertian Ahl al-halli wa al-aqdi tersebut adalah:
 لأؤھفنیذلا مھو ةیلوئسملا هذھب علاطضلأا لعفلاب مھیلا كرتی نیذلا مھء رمأ نولوتی
دقعلا نوبجویو  ثحبلا دعب رایتخلأا71
Artinya: Mereka adalah orang-orang  yang memiliki kemampuan yang besar
untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat yang dipilih melalui kontrak
sosial.
Menurut al-Mawardi wajib memberikan kepatuhan kepada mereka karena
firman Allah dalam surat  al-Nisa (4) ayat 59 yang menyebutkan:
 ْمُكْنِم ِرَْمْلأا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعیَِطأَو َ َّالله اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َایةیلاا
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Kamu patuhilah Allah dan kamu
patuhilah Rasulullah saw. dan penguasa (ulil amri) di antara kamu.
Ulil Amri itu menurut Shufi Hasan Abu Thalib adalah:
اھنم ضیوفتبو اھنع ةباین ةملألل ةماعلا روملأا نم ارمأ يلوتی نم لك72
Artinya: Setiap orang yang mendapatkan wewenang sebagai wakilnya untuk
mengurus  kepentingan umat  dalam satu priode.
Ada dua takwil tentang pengertian Ulil Amri itu: pertama, menurut Ibn
Abbas maknanya Umara (para amir atau penguasa) sedangkan makna kedua
71 Muhammad Dhiya al-Din al-Risy, al-Nazahariyat al-Siyasah al-Islamiyah , (Kairo : Dar
al-Turats, 1979) hlm. 222.
72 Shufi Hasan Abu Thalib, Tathbiq al-Syari’ati al-Islamiyah fi al-Biladi al-Arabiyati,
(Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah,2001) hlm. 234.
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adalah al-Ulama (para pakar). Demikian menurut, Jabir ibn Abdillah, (w 76 H)
Hasan dan Atha’.73 Adapun sumber dari hadits berdasarkan riwayat Abu Saleh
dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:
معلص الله لوسر لاق لاق ةریرھ يبأ نععاطأ نمو  الله عاطأ دقف ينعاطأ نم
يصع  دقف يناصع نمو  ينعاطأ دقف يریمأ دقف يریمأ يصع نمو   الله
 يناصع74
Artinya: Siapa yang mematuhiku maka ia mematuhi Allah, siapa yang mematuhi
Amir yang dibentuk melalui syura berarti mematuhiku. Siapa yang
mendurhakaiku sesungguhnya ia mendurhakai Allah, siapa yang
mendurhakai Amir yang dibentuk melalui syura berarti ia
mendurhakaiku.
كویو ھیأر يلا رملأا اوضوفی نأوهوليتح هریبدت يلامھتملك  فلتتف  مھؤارأ فلتخت لا
قرتفیو مھعمج75
Artinya: Mereka diberi tugas untuk memikirkan urusan rakyat dan diberi
kewenangan untuk mengaturnya, sehingga tidak ada lagi pertikaian
pendapat di antara mereka, pendapat (suara) mereka tersalurkan
secara bulat meski pun organisasi mereka berbeda.
Menurut al-Mawardi, ada dua kelompok manusia ketika mereka
menyalurkan aspirasinya yang sifatnya fardhu kifayah itu. Pertama, kelompok
yang memilih ahl al-Ikhtiyar yang mereka nanti akan memilih imam atau kepala
negara. Kedua, kelompok pemilihan Ahl al-Imamah yang dilakukan ahl al-
ikhtiyar. Menurut Muhammad Abduh (w. 1905 M), Rasyid Ridha (w. 1935 M)
dan al-Maraghi yang dikutip Quraisy Syihab dalam tafsirnya al-Mishbah, bahwa
73 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, (Libanon: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, t.t) hlm. 59
74 Lihat: Sahih Muslim Hadits Nomor 3/1466. Lihat juga: al-Mawardi, al-Ahkam al-
Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t) hlm. 59.
75 Ibid.
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ulil amri dipahami sementara ulama dengan kelompok tertentu, yaitu suatu badan
atau lembaga tertentu, yakni satu lembaga yang berwenang menetapkan dan
membatalkan sesuatu, misalnya dalam hal pengangkatan kepala negara dan
penetapan undang-undang dan hukum atau yang dinamai dengan ahl al-halli wa
al-aqdi, Mereka itu adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh,
wartawan dan kalangan profesi lainnya serta angkata bersenjata.76
Menurut Imam al-Mawardi, secara umum tugas Imam atau Kepala Negara
itu ada sepuluh macam:
 ماكحلأا ذیفنت يناثلا ةملأا فلس ھیلع عمجأ امو ةرقتسملا اھلوصأ يلع نیدلا ظفح  اھدحأ
ةضیبلا ةیامح ثلاثلا مولظم فعضی لاو ملاظ يدعتی لاف ةفصنلا معت يتح نیرجأتسملا نیب
 نینمأ رافسلأا يف اورشتنیو شیاعملا يف سانلا فرصتیل میرحتلا نع بذلاوریرغت نم
 قوقح ظفحتو كاھتن لأا نع يلاعت الله مراحم ناصتل دودحلا ةماقا عبارلاو لاموأ سفنب
هدابع.   يتح ةعفادلا ةوقلاو  ةعناملا ةدعلاب روغثلا نیصحت سماخلاو كلاھتساو فلاتا نم
 سداسلاو امد دھاعم وأ ملسمل اھیف نوكفسی وأ امرحم اھیف نوكھتنی ةرغب ءادعلأا رفظت لا
اھج يف يلاعت الله قحب ماقیل  ةمذلا يف  لخدی وا  ملسی يتح ةوعدلا دعب ملاسلأا دئاع نم د
 وأ اصن عراشلا ھبجوأ ام يلع تاقدصلاو ءيفلا ةیابج عباسلاو ھلك نیدلا يلع هراھظأ
 نم لاملا تیب يف قحتسی امو  ایاطعلا ریجقت نماثلاو فسع لاو فوخ ریغ نم اداھتجا
عفدوریتقت لاو فرس ریغ ءانملأاو ءافكتسا   عساتلاو ریخأت لاو ھیف میدقت لا تقو يف ھ
 لامعلأا نوكتل لاوملأا نم مھیلا ھلكیو لامعلأا نم مھیلا ضوفی امیف ءاحصنلا دیلقتو
 روملأا ةفراشم  ھسفنب رشابی نأ رشاعلا ةظوفحم ءانملااب لاوملااو ةطوبضم ةءافكلاب
 ةسارحو ةملأا ةسایسب ضھنیل لاوحلأا حفصتو. ةلملا77
Artinya: Pertama, memelihara agama dan dasar-dasarnya yang telah ditetapkan
dan segala sesuatu yang telah disepakati ulama salaf. Kedua,
memutuskan kasus hukum orang yang bersengketa dan menyelesaikan
perselisihan secara adil, sehingga yang berbuat zalim tidak bisa
sewenang-wenang dan yang dizalimi tidak merasa putus asa untuk
mendapatkan keadilan. Ketiga, memelihara dan menjaga keamanan agar
manusia dapat mencari kehidupan dengan tenang dan tentram tanpa ada
76 M.Quraisy Syihab, Tafsir al-Mishbah Pesan dan Kesan  dan Keserasian al-Qur’an,
(Jakarta:Lentera Hati,2002) hlm. 484.
77 al-Mawardi, Op.Cit, hlm. 18
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gangguan terhadap jiwa dan hartanya. Keempat, menegakan hukum-
hukum Allah agar orang tidak berani melanggar segenap larangan Allah
dan memelihara hak-hak manusia dari kehancuran dan kerusakan.
Kelima, menjaga perbatasan dengan sarana dan prasarana pertahanan
dan kekuatan personil yang cukup sehingga musuh tidak berani
menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang
terikat dengan perjanjian damai. Keenam, memerangi orang yang
menentang Islam setelah dilakukan pencerahan berupa dakwah secara
baik, namun mereka tidak mau menjadi muslim atau tidak pula menjadi
kafir zimmi78. Ketujuh, memungut harta fai’ dan zakat yang diwajibkan
syara’ baik berdasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. Kedelapan,
menetapkan kadar pemberian bagi yang berhak menerimanya dari Baitul
Maal secara wajar dan membayarkannya pada waktunya. Kesembilan,
menggunakan orang-orang yang amanah dan jujur dalam menyelesaikan
tugas-tugas pemerintahan dan menyerahkan urusan kekayaan negara
bagi mereka yang pantas, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan oleh
mereka yang ahli di bidangnya dan kekayaan negara dtangani oleh
mereka yang jujur. Kesepuluh, melaksanakan sendiri tugas-tugas penting
secara langsung demi membina umat dan menjaga agama
Dengan demikian menurut al-Mawardi, Agama dan Negara tidak bisa
dipisahkan,  disamping itu ketika dikaitkan dengan  pendapat Friedrich Julius
Stahl yang masih mengakui adanya pengaruh Agama terhadap hukum79yang oleh
Tahir Azhary ketiga komponen yaitu agama, hukum dan Negara tidak bisa
terpisah satu sama lain, dimana ia bersinerji membentuk lingkaran konsentris yang
disebutnya dengan teori lingkaran konsentris dengan komposisi Agama bagian
terdalam, Hukum di tengah dan  Negara bagian luarnya.80
Menurut penulis negara harus menegakan nilai-nilai Islami seperti keadilan
dan pemerataan semenjak terbentuknya masyarakat Muslim di suatu lokasi,
78 Predikat Kafir Zimmi adalah adalah warga negara non muslim yang menetap di daerah
muslim, jiwa dan hartanya  dihormati dan tidak boleh diganggu. Ia memiliki hak kemanusiaan,
hak politik dan hak sipil, Sedangkan Musta’min adalah mereka yang tidak memiliki hak politik
karena ia sebagai orang asing.
79 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 38.
80 Ibid hlm. 43.
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seperti halnya Nabi dan para sahabatnya di Madinah membentuk masyarakat
muslim yang berkeadilan. Allah swt. berfirman dalm surat al-Nisa’ (4) ayat 58:
 ِب اوُمُكَْحت َْنأ ِساَّنلا َنَْیب ُْمتْمَكَح اَِذإَو اَِھلَْھأ َٰىِلإ ِتَاناََمْلأا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأی َ َّالله َِّنإ ِلْدَعْلاةیلاا
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya
Menurut al-Mawardi, Pemilihan yang diperlukan itu adalah dua macam.
Pemilihan pertama adalah pemilihan ahl al-Ikhtiyar. Syarat untuk pemilihan ahl
al-ikhtiyar atau mereka yang akan memilih imam bagi umat, ada tiga syarat, yaitu:
Pertama, bersikap adil mencakup istiqamah, Amanah dan Wara’ (bertaqwa dan
berakhlak utama). Kedua,  berilmu pengetahuan, sehingga ia mampu mengetahui
pemimpin yang akan  dipilih itu memiliki syarat yang ditentukan untuk menjadi
imam. Ketiga, memiliki wawasan yang luas dan kearifan, sehingga yang dipilih
itu mampu mengemban amanat rakyat. Pemilihan kedua, adalah pemilihan
Imamah. Adapun persyaratan untuk menjadi calon ahl al-Imamah ada tujuh,
yaitu:
1. Pribadi yang dipilih bersikap adil.
2. Pribadi yang memilih mengetahui identitas pemimpin yang
dipilihnya.
3. Pribadi yang dipilih sehat inderanya.
4. Pribadi yang dipilih sempurna fisiknya, tidak memiliki cacat.
5. Mampu berfikir jernih untuk kemaslahatan umat.
6. Memiliki watak berani dan berwibawa.
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7. Memiliki garis keturunan suku Quraisy.81
Menurut al-Baghdadi, dua posisi itu adalah ahl ikhtiyar dan ahl al-ijtihad,
sedangkan menurut pakar ushul fiqh bahwa ahl halli wa al-aqdi itu adalah mereka
yang memiliki wawasan luas terhadap kondisi politik (ةسایسلا ةئیھلا ) dan kondisi
perundang-undangan ( ةیعیرشتلا ةئیھلا ).82
Adapun terhadap adanya lembaga wizarah bersumber dari al-Qur’an surat
Thaha ( 20) ayat 29-31 yaitu:
يِرَْزأ ِِھب ْدُدْشا يَِخأ َنوُراَھ يِلَْھأ ْنِم اًریِزَو ِيل ْلَعْجاَو
Artinya: Dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun
saudaraku. Teguhkan kekuatanku bersamanya.
Secara etimologi wazir berasal dari kata رزولا al-wizru dalam arti  لمحلا
yaitu menanggung dan لقثلا yaitu berat. Wazir adalah orang yang menanggung
beban berat kepala negara. Ada empat makna dalam memahami wazir: Pertama,
dengan makna ءاجلملا tempat kembali, karena wazir tempat kembali kepala negara
dalam pemikiran dan pendapat serta bantuan wazirnya. Kedua,  dengan makna
 ةعتملأا perhiasan, dimana wazir menjaga perbendaharaan raja dan perhiasannya.
Ketiga, dengan makna  لقنلا memindahkan, karena wazir memikul beban penguasa
atau kepala Negara. Keempat, dengan makna  رھظلا punggung, karena wazir
mendukung kepala Negara, ibarat punggung mendukung badan.83
81 al-Mawardi, Opcit, hlm. 6.
82 Muhammad Dhiya al-Din, Op.cit. hlm. 225.
83 Ali Abdul Qadir Musthafa, Alwizarah fi al-Nizham al-Islami wa fi al-Nazhmi al-
Dusturiyah al-Mu’ashirah, (ttp, 1981) hlm. 96
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Dengan demikian Wizarah dalam pemikiran Islam adalah garis-garis besar
kekuasaan dalam kenegaraan yang dijalankan oleh wazir (kementerian) yang
membantu kepala negara.84 Biasanya kepala negara sebagai pemimpin  memiliki
pembantu. Pembantunya dikenal dengan sebutan wazir. Ada dua bentuk wazir,
yaitu wazir tafwidh dan wazir tanfiz. Wazir tafwidh atau pembantu utama kepala
negara dengan tugas melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan kepala
negara, sedangkan wazir  tanfiz merumuskan kebijaksanaan bersama kepala
negara. Adapun syarat wazir tafwidh identik dengan syarat Imamah, kecuali suku
Quraisy. Sedangkan perbedaan antara Imamah dengan Wazir antara lain adalah:
1. Bahwa imam berhak menunjuk calon penggantinya, sedangkan wazir
tidak berhak menunjuk calon penggantinya.
2. Bahwa imam berhak meminta rakyat untuk dibebaskan dari Imamah,
sedangkan wazir sebaliknya.
3. Bahwa imam berhak memecat pejabat yang diangkat wazir, sedangkan
wazir tidak  berhak memecat pejabat yang diangkat oleh Imam. Adapun
wazir Tanfiz sebagai pelaksana tugas  yang digariskan kepala negara
dan sebagai penghubung antara kepala negara dan rakyat serta
melaksanakan perintah yang diamanatkan rakyat kepadanya.85
Menurut Ibn Taimiyah86 dalam bukunya al-Siyasah al-Syar’iyyah Ulil amri
itu membutuhkan musyawarah dan musyawarah itu perintah Allah swt yang harus
84 Ibid. hlm. 97
85 Al-Mawardi, Op.cit. hlm. 28-29.
86 Ibn Taimiysh, al-Siyasah al-Syariah, Op.cit, hlm 451-453
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diimplementasikan, sebagaimana perintah Allah swt dalam  Surat Ali Imran  (3)
ayat 159, yaitu :
و َنیِل ِّكََوتُمْلا ُّبُِحی َ َّالله َِّنإ  ِۚ َّالله ىَلَع ْل َّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ۖ ِرَْمْلأا ِيف ْمُھْرِواَش
Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
bila kamu telah  bertekad bulat maka bertawakkalllah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepadaNya.
Dan Surat al-Syuura (42) ayat 38 menyebutkan:
 َنُوقِفُْنی ْمُھَانْقَزَر ا َّمِمَو ْمَُھنْیَب ٰىَروُش ْمُھُرَْمأَو
Artinya : Dan urusan di antara mereka diputuskan melalui musyawarah dan
mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepadanya.
Allah swt. menyuruh NabiNya untuk bermusyawarah dalam segala urusan
supaya dapat merekatkan hati para sahabatnya dan supaya diikuti pula sikap yang
demikian oleh generasi sesudahnya sepanjang pendapat itu tidak diatur oleh
ketentuan wahyu baik dalam hal urusan besar, seperti peperangan maupun urusan
kecil yang semuanya perlu ditetapkan dengan hasil musyawarah dan  diubah juga
melalui hasil kesepakatan musyawarah pula. Karena hal itu berdasarkan  Al-
Qur’an dan Sunnah NabiNya atau sudah menjadi Ijma’ sahabat, sehingga wajib
menerapkan hasil musyawarah itu. Ibn Taimiyah membagi Ulil Amri kedalam dua
kelompok, yaitu mereka yang masuk kelompok penguasa dan kelompok pakar
atau ahli.
Syura (يروشلا) secara etimologis adalah راھظلاا و جارختسلأا menuntut keluar
dan menyatakan, sedangkan menurut terminologis:  يلا لصوتلل  ةربخلا يوذ نم علاطتسا
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 قحلل روملاا برقأ87 . yang artinya: menuntut penjelasan kepada orang lain dengan
mengemukakan pendapat para ahli sehingga diperoleh pendapat yang mendekati
kebenaran dalam suatu urusan.
Musyawarah adalah suatu kegiatan untuk bertukar pendapat dan untuk
mencari kata sepakat dalam suatu topik yang membawa kemaslahatan bagi
banyak orang, sehingga  muncul rasa tanggungjawab bersama. Hasil musyawarah
memberikan ketenangan jiwa dalam melaksanakan kekuasaan dan memberi
jaminan tetapnya hukum serta memberikan rasa aman dalam berbuat dan
bertindak.
Membicarakan jabatan pemimpin negara tidak bisa lepas dari kewenangan
dan kedaulatan sebuah negara. Suatu negara memiliki beberapa unsur pokok
yaitu:
1. Memiliki rakyat atau sejumlah orang yang mnetap..
2. Memiliki wilayah tertentu di permukaan bumi.
3. Memiliki pemerintahan yang berdaulat.
4. Adanya pengakuan masyarakat internasional.88
Menurut Ali Abd. Al-Qadir Mushthafa bahwa Daulah Islamiyah
kontemporer itu minimal memiliki tiga unsur: Pertama, adanya penduduk (بعشلا )
Kedua, adanya wilayah (میلقلاا وأ ضرلأا ). Ketiga, adanya pemerintahan (  وأ ةطلسلا
87 Ibn Manzhur,Op.cit hlm. 434, juz 4.
88 Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 12.
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سایسلا میظنت)89 Pemerintah memiliki tugas, wewenang dan kemampuan untuk
menegakan pemerataan dan keadilan ekonomi serta keuangan berdasarkan
konfirmasi Allah swt. dalam surat al-Hadid (57) ayat 25 yang menyebutkan:
َانْلَزَْنأَو ِتَانَِّیبْلِاب َاَنلُسُر َانْلَسَْرأ َْدَقل َانْلَزَْنأَو ۖ ِطِْسقْلِاب ُساَّنلا َمُوَقِیل َناَزیِمْلاَو َبَاتِكْلا ُمُھَعَم
 ْلِاب َُھلُسُرَو ُهُرُصَْنی ْنَم ُ َّالله ََملَْعِیلَو ِساَّنِلل ُِعفَانَمَو ٌدیِدَش ٌْسَأب ِھِیف َدیِدَحْلا ٌّيَِوق َ َّالله َِّنإ ۚ ِبْیَغ
 ٌزیِزَع
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al
Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Ayat tersebut dalam komentar Muhammad al-Mubarak dalam bukunya
Nizham al-Islam al-Iqtishadi bahwa pentingnya keadilan yang berbarengan
dengan kekuatan, dimana kekuatan dimaknai dengan kekuasaan yang dipahami
dari statemen Allah dengan perumpamaan besi. Kekuasaan terbesar itu adalah
pada penguasa atau negara.90 Sehingga negara harus mampu menegakan keadilan
yang merata dengan kekuasaan yang dimilikinya demi terwujudnya kesejahteraan
rakyat. Dapat diamati bagaimana Khalifah Abu Bakar menggunakan
power/kekuasaannya untuk memerangi mereka yang enggan berzakat, karena
89 Ali Abd. Al-Qadir Musthafa, al-Wazharah fi al-Nizham al-Islami wa fi al-Nizham al-
Dusturiyah al-Mu’ashirah, (Mesir:t.tp, 1981),  hlm. 44.
90 Muhammad al-Mubarak,  Nizham al-Islam al-Iqtishadi, (Beirut: Dar al-Fikri, 1972) hlm
160.
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mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat pada masanya. Dengan demikian
kekuasaan pemerintah untuk menegakan keadilan dan pemerataan adalah
mewujudkan perintah Allah swt. dalam kontak horizontal antar sesama manusia.
Menurut Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, ada
beberapa titah Allah yang menerangkan atas perlunya campur tangan pemerintah
terhadap ekonomi, yaitu: firman Allah swt dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 59
menyebutkan:
ةیلاا  ْمُكْنِم ِرَْمْلأا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعیَِطأَو َ َّالله اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای
Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu  kepada Rasulullah dan Ulil Amri (penguasa) di antara
kamu sekalian.
Sebagian ulama yaitu Muhammad Baqir al-Shadr berpendapat  bahwa
pemerintah berwenang untuk campur tangan terhadap kegiatan ekonomi yang
dilakukan umat secara individu. Hal itu guna menjaga masyarakat Islam dan
menegakan keseimbangan dalam masyarakat Di samping teks ayat ini
mewajibkan kepada umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka, karena Ulil
amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat
Islam, kendati ada perbedaan pendapat  di antara pakar hukum Islam dalam
menentukan dan memberi batasan tentang syarat ulil amri. 91
Campur tangan negara dilihat dari pemilik harta dan kaitannya hak individu
dengan harta itu sendiri, sebagaimana firmanNya dalam surat Thaha (20) ayat 6 :
91Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Al-Nizham al-Iqtishadiy fi
al-Islam Mabadiuhu wa Ahdafuhu, (Pent.Abu Ahmadi, Anshari Umar Sitanggal (Sistem Ekonomi
Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980) hlm, 101.
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ىَرَّثلا َتْحَت اَمَو اَمُھَنَْیب اَمَو ِضَْرْلأا ِيف اَمَو ِتاَواَم َّسلا ِيف اَم َُھل
Artinya: Kepunyaan Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dan
semua yang berada di antara keduanya serta semua yang ada di bawah
tanah.
Kaitan harta dengan manusia, dimana manusia diberi amanah atau
kepercayaan untuk memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan manusia di
mana ia berada dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat
manusia. Bila manusia kurang mampu melaksanakan kewajibannya dan tidak mau
mematuhi aturan penciptaNya sebagai pemilik harta, maka kewajiban negaralah
untuk ikut campur tangan guna mengembalikannya kepada yang baik dan benar.92
Allah swt. berfirman dalam surat al-Hadid (57) ayat  7 yaitu:
 ِھِیف َنِیَفلَْختْسُم ْمَُكلَعَج ا َّمِم اُوِقفَْنأَوةی لاا
Artinya: Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan
kamu menguasainya.
Menurut Amin Rais, yang diungkap dalam Kata Pengantar buku Al-
Maududi Khilafah dan Kerajaan, yaitu bahwa  dalam Islam ada lima tujuan
diselenggarakannya suatu negara. Pertama, untuk menghindari terjadinya
eksploitasi antar manusia, antar kelompok atau antar kelas dalam masyarakat.
Kedua, untuk memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan agama
para warga negara dan melindungi mereka dari invasi asing. Ketiga, untuk
menegakan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al-
Qur’an. Keempat, untuk memberantas setiap kejahatan /munkarat dan mendorong
92 Ibid hlm 102
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setiap kebaikan yang dengan tegas juga telah digariskan al-Qur’an. Kelima, untuk
memberi tempat tinggal yang teduh dan mengayomi warga dengan cara
pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi, sehingga negara adalah instrumen
pembaruan yang terus menerus, instrumen of reform, karena negara, konstitusi
dan seluruh perangkat-perangkatnya untuk kepentingan rakyat.93
Dengan demikian menyatunya negara dan agama bagaikan saudara kembar
yang saling merindukan satu sama lain sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam
al-Gazali (w.505 H/1111M) dalam ungkapannya:
 لصأ  نیدلاف  نامءوت نیدلاو كلملاو ایندلاب لاا نیدلا متی لاو ةرخلاا ةعرزم ایندلا
ضف ھل سراح لا امو , مودھمف ھل لصأ لا امو سراح ناطلسلاو  كلملا متی لاو عئا
لاب لاا طبضلاوناطاس.94
Artinya: Dunia itu ladang akhirat. Agama tidak sempurna kecuali dengan dunia.
Kekuasaan dan agama adalah kembaran. Agama adalah tiang,
sementara penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh
dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Kekuasaan dan kedisiplinan
tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa
Di samping itu sebuah negara memiliki wewenang pula membentuk
kekuasaan legislatif yang menjadi peran dan tujuan utama bagi lembaga ahl al-
halli wa al-aqdi yaitu menciptakan kemaslahatan dengan membentuk lembaga
peraturan perundang-undangan yang disebut juga al-Sulthah al-Tasyri’iyyah.
Ketika  peraturan perundang-undangan itu akan diterapkan, maka lembaga itu
dinamakan lembaga Eksekutif, yang disebut dengan al-Sulthah al-Tanfiziyah.
Namun ketika hukum dan peraturan perundang-undangan itu akan dipertahankan
93 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Mizan, 1984, hlm. 31.
94 Abu Hamid al-Ghazali, Ihyai Ulumi al-Din, Beirut, Dar-al-Ma’rifah Juz 1 hlm 57.
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maka yang berkompeten adalah lembaga Peradilan yang disebut dengan al-
Sulthah al-Qadhaiyyah. Lembaga peradilan tersebut di Indonesia terdiri empat
lembaga di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama,
peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Adapun dalam hal wilayah
sebuah negara memiliki kedaulatan yang terdiri dari darat (bumi), laut dan udara.
Dalam hal susunan organisasi bentuk negara yang pernah dikenal selama ini
terdiri dari salah satu tiga bentuk, yaitu (a) negara kesatuan, unitary state atau
eendheid staat, (b) negara serikat atau federal, (c) negara konfederasi, dan
sekarang ada lagi bentuk baru yaitu european union yaitu uni eropah wadah uni
eropah di antara negara-negara eropah.95
Negara dalam tataran filosofis dikutip Jimly Asshiddiqie dari Hans Kelsen
dalam bukunya General Theory if law and State menguraikan elemen negara
mencakup:
1. The Territory of state, yaitu mengenai pembentukan dan
pembubaran negara dan pengakuan atas negara dan
pemerintahan
2. Time Elemen of The State, waktu pembentukan negara yang
bersangkutan,
3. The People of The State, yaitu rakyat negara yang bersangkutan,
95 Jimly Assiddieqie, Pengantar Ilmu Tata Negara (I), (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hlm. 6.
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4. The Competence of The State as the material sphere of validity of
the National Legal Order, seperti yang berkaitan dalam
pengakuan Internasional,
5. Conflict of Laws, yaitu pertentangan antar tata hukum,
6. The so-called Fundamental Right and Duties of The States, yaitu
soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia, dan
7. The Powers of State, yaitu aspek mengenai kekuasaan negara.96
Negara Indonesia misalnya, dilihat dari konstitusinya berbentuk negara
Kesatuan dengan pemerintahan republik sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1
UUD 1945 yang dikuatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Republik Indonesia tahun 2002 melalui amandemen atau perubahan ke empat, dan
dengan susunan negara  dalam bentuk kesatuan desentralisiasi berdasarkan pasal
25 A dan pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD 1945.
Adapun bentuk pemerintahan yang pernah terjadi dalam sejarah
ketatanegaraan Islam, pertama, aliran monarkhi dan aristokrasi yang dalam Islam
diwakili oleh kelompok Sunni yang mengklaim keutamaan suku Quraisy.
Monarkhi, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja sebagai penguasa
tunggal, namun ketika kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan raja, maka
dinamakan dengan Tirani, dan ketika titik beratnya pada kepentingan golongan
tertentu disebut dengan Oligarkhi; sedangkan Aristokrasi adalah pemerintahan
yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang pilihan atas dasar keturunan atau
kedudukan. Aliran kedua, aliran Teokrasi yang diwakili oleh kelompok Syi’ah,
96 Ibid, hlm. 13
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selain syi’ah Zaidiyah, yang menganggap imamnya sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam hal agama dan politik atas wasiat Nabi saw. sehingga kepala
negara itu diyakini ma’shum. Ketiga, aliran Demokratis dimana negara diperintah
langsung oleh seluruh warganegara.97
D. LEMBAGA SULTHAH TASYRI’IYAH
Sulthah Tasyri’iyah adalah kekuasaan legislatif. Lembaga Kekuasaan
legislatif ini bertugas membentuk dan menetapkan hukum-hukum pada suatu
negara. Dalam Islam sejatinya kekuasaan tersebut adalah milik dan wewenang
Allah swt secara muthlak,98 berdasarkan firmanNya dalam surat al-An’am (6) ayat
57 yang menyebutkan:
 َنِیلِصَافْلا ُرْیَخ َوُھَو ۖ َّقَحْلا ُُّصَقی ۖ ِ َّ ِ  َِّلاإ ُمْكُحْلا ِنا
Artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang
sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik
Menurut Abdul Qadir Audah (w. 1374 H) ada lima lembaga kekuasaan,
yaitu: al-Sulthah al-Tanfiziyah (lembaga Eksekutif) yang dipimpin oleh Imam; al-
Sulthah al-Tasyri’yah (lembaga Legislatif) yang dipimpin oleh Ulil Amri; al-
Sulthah al-Qadhaiyah (Lembaga Peradilan) yang dipimpin oleh para Hakim; al-
Sulthah al-Maliyah ( Bank Sentral) yang dipimpin oleh Imam; al-Sulthah al-
Mu’raqabah al-Taqwim (lembaga Konsultatif dan Pembinaan) sebagai lembaga
97 Lihat: Munawir  Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Op.cit.
hlm. 46
98 Lihat: Yusuf Qardhawi dalam ( ǚ ǈƧ ҒƵǃӨƵǚ ǀ ƬƧ Ƽƹ ƷǡƃǠ ) Fiqh Negara, hlm 101 yang
menyebutkan bahwa kekuasan yang dimaksud adalah kekuasaan Tertinggi, dan manusia diberi
sedikit hak legislatif oleh Allah, sepanjang dijalankan tidak bertentangan dengan  ketentuan
syariat.
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pengawasan dan Pembinaan yang dipimpin oleh ahli syura, ulama dan ahli
hukum.99
Sejarah telah mencatat bahwa awal munculnya kekuasaan legislatif adalah
dalam pemerintahan Islam dimana kewenangan pemerintahan Islam dalam
menetapkan hukum itu dipedomani dan digali para pakar hukum, kemudian
diundangkan oleh lembaga sulthah tasyri’iyah tersebut yang bersumber dari al-
Qur’an dan Sunnah Nabi. Kemudian, ketika perkembangan masyarakat
membutuhkan jawaban para pakar atau mujtahid, sementara nash tidak
menjawabnya, maka para pakar yang terdiri dari mujtahid dan mufti dari  berbagai
disiplin ilmu dimasukan dalam lembaga sulthah tasyri’iyah. Mereka melakukan
ijtihad dan menetapkan hukum dengan metode: analogi, mashlahah mursalah,
istihsan, istishab, maqasid syari’ah dan urf. Para pakar hukum berijtihad untuk
membuat hukumnya dan menjadikannya peraturan dalam bentuk undang-undang.
Ketika kondisi masyarakat makin maju dan terus berkembang maka peraturan
perundang-undangan yang dibuat tidak lagi mampu melayani kepentingan
kemashlahatan umat manusia, maka peraturan-peraturan yang dibuat tersebut
ditinjau lagi untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, direvisi oleh dewan
perwakilan rakyat atau bahkan diamandemen oleh majelis permusyawaratan
rakyat.
Tasyri’ menurut istilah Dawlah Islamiyah kontemporer adalah:
99 Lihat:Abdul Qadir Audah ,Al-Islam wa Awdha’una al-Siyasah, (Mesir:Dar al-Kutub al-
Arabi,1951) hlm. 170.
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 امو مھط اشن مظنتو نیفلكملا لامعأ مكحت يتلا ةینون اقلا دعاوقلا ةعومجم
ثداوحو ةیضقا نم مھل ثدحی100
Artinya: Kumpulan kaidah-kaidah konstitusi yang dijadikan hukum dasar untuk
mengatur perbuatan manusia dan mengatur sikap mereka serta segala
bentuk kasus hukum baru yang terjadi bagi mereka.
Kaidah-kaidah hukum itu dibuat bersifat umum oleh negara yang tertulis
dalam dustur atau konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai puncak undang-
undang yang dibuat oleh para penguasa, pimpinan organisasi masyarakat dan
lembaga di majelis permusyawaratan rakyat, yang wajib ketetapannya atau
keputusannya dipatuhi dan dihormati oleh semua warganegara dengan asas Equal
justice under the law (para pihak mendapat hak perlakuan yang sama di bawah
hukum) baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Undang-Undang yang dibuat
itu tingkatnya berbeda. Pertama, adalah undang-undang dasar, dustur atau
konstitusi, kumpulan qaidah konstitusi yang pokok dalam suatu negara dan
mengatur tentang kekuasaan bermacam-macam keadaan dan ketentuan, kedua,
undang-undang yang disebut al-qawanin, yang mengatur segala bentuk keadaan
masyarakat dalam segala lapangan seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan
hankamnas, kemudian peraturan pemerintah yang disebut al-lawaih berupa
peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lebih tinggi yang belum ada
dibuat peraturannya dan begitu juga terhadap hal-hal kontemporer yang belum ada
peraturan yang mengaturnya.101
100 Umar Hafiz Syarif, Nuzhum al-hukmi wa al-Idarah fi al-Daulah al-Islamiyah, (Kairo:
Ma’had  al-Dirasat al-Islamiyah, 1995), hlm. 68.
101 Ibid. hlm. 68-71
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Undang-undang dalam negara Islam ada berupa tasyri’ yang turun dari
Allah swt. dan Sunnah RasulNya baik berupa ucapan maupun perbuatan yang
disebut Tasyri’ Ilahi. Selain itu ada pula yang disebut Tasyri’ Wadh’iy yang
digali para mujtahid  baik dari sahabat maupun tabi’ien sebagai generasi sesudah
sahabat yang mana hukumnya tidak terdapat dalam nash yang diturunkan Allah
swt. dan tidak ditemukan dalam Sunnah RasulNya.
Prinsip umum  yang dibangun oleh tasyri’ Islam di masa Rasulullah saw.
ada empat prinsip:
1. Bertahap atau berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, tidak
sekaligus, seperti kasus haramnya khamar,
2. Sedikit yang dijadikan aturan perundang-undangan, karena syariat untuk
memenuhi hajat kebutuhan manusia,
3. Sifatnya memudahkan dan meringankan beban, karena berdasarkan
firmanNya kondisi manusia itu lemah;
4. Pemberlakuannya untuk kemaslahatan umat manusia, dan hukum itu
beredar dari ada atau tidaknya illat yang menjadi sebab dan alasan
adanya hukum.102
Kekuasaan Tasyri’iyah dalam pemerintahan konstitusi pada masa
kontemporer ini terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut
kontitusi Indonesia yang telah diamandemen atau direvisi pasal 2 ayat (1) bahwa
“Majelis  Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat
102 Ibid, hlm.74-75.
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dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu”.103
Merekalah  yang menegakan aturan konstitusi dan aturan hukum yang sesuai
dengan kehendak zaman dan maslahat manusia dan menerapkannya.
Dalam negara Islam kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh
para ahli mujtahid dan mufti yang tidak melampaui dari dua hal. Pertama,
mengeluarkan hukum yang bersumber dari nash, dan mengamalkannya. Hukum
yang tidak ketemu nashnya dianalogkan kepada hukum yang ada nashnya, lalu
dikeluarkan hukumnya melalui ijtihad dengan mengeluarkan illatnya
(penyebabnya), lalu menerapkannya, sehingga konstitusi dasar negara Islam
adalah syariat Allah swt. dalam al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Ketika tidak ada
nash dan terjadinya kasus-kasus baru dalam kehidupan masyarakat terbukalah
lapangan berijtihad oleh para mujtahid untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum
bagi kepentingan msyarakat dalam bentuk konstitusi dasar, yang di negara
Indonesia dinamakan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
Di penghujung abad pertama Hijrah di negara Islam belum terbentuk
konstitusi, kecuali konstitusinya al-Qur’an yang disusun dalam bentuk mushaf
tertulis yang penyusunannya dimulai oleh Khalifah pertama yaitu Abu Bakar al-
Shiddieq (w.13 H). Konstitusi dalam bentuk peraturan perundang-undangan
dimulai baru pada daulah Umawiyah. Ketika daerah Islam meluas ke kerajaan-
kerajaan tetangga, dan terpencarnya para Hufaz (pemelihara ) syari’at ke berbagai
penjuru serta beraneka ragam budaya yang masuk dan mem, dan banyak kasus
103 Anonimous, Persandingan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, (Sekjen
MPR.RI, 2002), hlm 5.
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dan kejadian baru muncul dalam pergaulan kehidupan manusia yang
dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan untuk menemukan hukum syariat,
sehingga muncullah dua faktor pendorong, yaitu: pertama membukukan hadits
untuk referensi hukum dan mengirimkannya ke kota-kota besar di akhir kurun
pertama hijriah. Hal ini disponsori oleh Imam al-Zuhri (w. 124 H) dengan adanya
perintah Khalifah Umar Ibn Abd. Aziz (w. 719 M). Kedua, membukukan hasil
ijtihad  para mujtahid tentang kasus-kasus furu’(cabang), yang disponsori oleh
para Imam Mujtahid seperti Abu Hanifah (w. 767 M), Malik ibn Anas (w. 795 M),
al-Syafi’iy (w.820 M), Ahmad Ibn Hanbal (w.  855 M)l, Daud Zahiri (w. 883M),
serta yang lainnya. Inilah awal dari lahirnya peraturan dan konstitusi yang
kemudian disusun metode penetapan undang-undang oleh  para tokoh peraturan
perundang-undangan yang datang sesudah mereka, sehingga muncul kekuasaan
tasyri’iyah dalam menetapkan aturan pemilihan anggota dewan pada
pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga dapat terpenuhi hajat umat Islam
dari masa ke masa.104
Sejarah mencatat, bahwa legislasi hukum Islam dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dilakukan pada pemerintahan Sultan Aurangzeb (1658-1707
M) di India. Ia membentuk komisi yang bertugas menyusun kitab kumpulan
hukum Islam tentang ibadah dan muamalah yang dinamakan Fatwa-I
Alamghiriyah. Legislasi yang menonjol adalah pada pemerintahan Sulaiman al-
Qanuni (1520-1566 M). Kemudian legislasi hukum Islam yang menonjol dalam
hal keperdataan dibentuk komisi Jam’iyah al-Majallah untuk merumuskan
104Abd. al-Wahab Khallaf, Op.cit, hlm. 41-46.
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kodifikasi hukum yang dinamai Majallah al-Ahkam al-Adliyah pada tahun 1876
yang memuat 1851 pasal yang mengatur permasalahan  muamalah dari aliran
mazhab Hanafi.
Lembaga legislasi di era kontemporer dikenal dengan dewan legislatif atau
parlemen dengan menggunakan ijtihad kolektif sebagai metode Ijma’ Universal
Islam kini diaplikasikan dalam pembatasan wilayah masing-masing negara.
Munculnya wajah Islam dalam wilayah negara tertentu dengan bentuk konstitusi
dan legislasi tertentu pula, seperti Indonesia misalnya, dengan bentuk negara
kesatuan dan dengan pemerintahan republik yang memiliki  banyak lembaga;
diantaranya Badan Legislatif, yang konstitusinya adalah UUD 1945 berdasarkan
Pancasila sebagai landasan filosofis dan alat perekat serta pemersatu  bangsa yang
majemuk yang mendiami wilayah nusantara.
Di Indonesia, prinsip Islam itu telah dikemas dalam bentuk legislasi dalam
bidang kegiatan ekonomi syariah, seperti telah dikeluarkannya Undang Undang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diikuti
sederetan regulasi lainnya dari Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank
Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sejak tanggal 31
Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa keuangan  di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan pasl 55 ayat (2) Undang Undang Nomor  21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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Dalam kaitannya dengan fiqh siyasah, lembaga sulthah tasyri’iyah (DPR) di
Indonesia dari aspek tasyri’iyah berwenang membuat undang-undang yang
memacu dan memicu kemajuan lembaga keuangan syariah yang  diakui termaktub
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dari aspek tanfiziyah pemerintah
telah berwenang membuat regulasi untuk kemajuan pergerakan perekonomian
syariah di Indonesia
Demikian pula Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga
qadhaiyah telah menyediakan payung hukum untuk menjadi pedoman ketika
terjadi sengketa ekonomi syariah yang dibawa secara litigasi ke Pengadilan
Agama dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum
material bagi hakim agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa perkaranya. Sedangkan hukum acaranya sebagai hukum formil sampai
saat ini masih di dalam proses penggodokan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia. PERMA tersebut menyatakan bahwa  hakim pengadilan agama dalam
menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan ekonomi syariah
mempedomani prinsip syariah dalam Kompilasi Ekonomi Syariah105
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tediri 4 (empat) buku dengan
790 pasal. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal terdiri 3 bab. Bab Ketentuan
Umum, Bab II Subyek Hukum, Bab III Tentang Amwal. Buku II Tentang Akad
29 bab. Yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Akad, Bab III Rukun, Syarat,
105Lihat PERMA No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah, Anonimous,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2010
(Edisi Revisi).
180
Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad. Bab IV Bai’ Bab VI Syirkah,
Bab VII Syirkah Milik, Bab VIII Mudharabah, Bab IX Muzara’ah dan Musaqah,
Bab X Khiyar, Bab XI Ijarah Bab XII Kafalah, Bab XII Hawalah, Bab XIV Rahn,
Bab XV Wadi’ah, Bab XVI Ghasab dan Itlaf Bab XVII Wakalah, bab XVIII
Shulh, Bab XIX Pelepasan Hak Bab XX Ta’min, Bab XXI Obligasi Syariah
Mudharabh, Bab XXII Pasar Modal, Bab XXIII Reksadana Syariah Ba XXIV
Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bab XXV Obligasi Syariah Bab XXVI
Pembiayaan Multi Jasa, Bab XXVII Qardh, Bab XXVIII Pembiayaan Rekening
Koran Syariah, Bab XXIX Dana Pensiun Syariah. Buku III tentang Zakat dan
Hibah terdiri 4 bab Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ketentuan Umum Zakat, Bab
III Harta yang Wajib dizakati. Bab IV Hibah dan Buku IV tentang Akuntansi
Syariah terdiri 7 bab. Bab I Akuntansi Syariah Bab II Akuntansi Piutang, Bab III
Akuntansi Pembiayaan, Bab IV Akuntansi Kewajiban, Bab V Akuntansi Investasi
Tidak Terikat, Bab VI Akuntansi Eqitas dan Bab VII Akuntansi Zis dan Qardh106
Penyusunan Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) tersebut mencakup
beberapa orang konsultan dan pakar hukum Syariah yang tidak kurang dari 42
orang pada bulan Juni tahun 2007 di Bogor, kemudian disempurnakan lagi
penyusunannya oleh para konsultan dan pakar hukum ekonomi syariah yang tidak
kurang dari 42 orang pada bulan Juli 2007 di Bandung. Selanjutnya Pokja Perdata
Agama merangkap Ketua Tim Penyusunan KHES pada bulan Juli 2009
melakukan kajian lagi di Bandung, dan akhirnya dibentuk tim kecil Penyusunan
106Anonimous, PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Mahkamah Agung, Republik Indonesia
Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2010 (Edisi Revisi, hlm iii- x.
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KHES yang diketuai Prof. Dr H. Abdul Manan SH. S.IP M.Hum pada tanggal 11
September 2009 di Bandung, sehingga lahirlah buku KHES Edisi Revisi.107
107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ibid, hlm xxxi-xxxv.
